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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat
dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata
asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman
transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.
A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan

padahalaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
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[ Sh & ¢
o= S ¢ Y
o= D

Hamzah (s) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda.

Bilamana hamzah () ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda ().

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘/ Fathah A A
! Kasrah I I
| Dammah U U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf

dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
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s Fathah dan ya Ai Adanl
3 Fathah dan wau Iu A dan U
Contoh:
< d: Kajfa

J’°8° o : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan

harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan
huruf Nama Harkat dan tanda Nama
) Fathah dan alif | A a dan garis di atas
s’ atau ya
¢ Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
s Dammah dan wau | U u dan garis di atas
Contoh:
i : Kaifa
085" haula

Xiv




D. TAMARBUTAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbutah, antara lain: ta marbtitah hidup
atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t].
Sementara ta marbiitah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan
[h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbtitah diikuti dengan kata sandang al- dan
kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbttah transliterasinya menjadi ha

(h). Contohnya:

Yy guzad: " : raudah al-atfal
Magad:” s al-hikmah
Mad: Madds: . al-madinah al-fadilah

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah).
Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa,
al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung.

Kata sandang ditulis

E. SYADDAH (TASYDID)

Tasydid atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab
dilambangkan dengan lambang tasydid ( ') pada transliterasinya dilambangkan
dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah.

Contohnya :

XV



s : najjaina
W) : rabbana
gl : al-haqq
&l : al-hajj
P-' s nu'ima
e s ‘aduwwu

Bilamana huruf ¢ tasydid di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat

&HF : “‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

= : “AlT (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada
panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik
bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak
mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Misalnya:

a3 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
Cuadd) : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
KR . al-biladu

FEAH] : al-falsafah
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G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (’) hanya diberlakukan untuk
hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak

dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

& 5l s al-nau’
Y s ta’ murina
DY | g

< al L umirtu

. - .y

P L syai un

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA
INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau
kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum
dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan
Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara trasliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-
Qur'an), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan
bagian dari serangkaian teks Bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara
keseluruhan. Contohnya:

Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-“Ibarat F1 ‘Umiim al-Lafz la bi khusiis al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH
Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan

sebagai mudaf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

Untuk ta marbutah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalah,

A G s dinullah
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ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

4 daa g’ eﬁ > hum fi rahmatillah

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (4// Caps), namun dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital
beradasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Semisal, huruf kapital
dipergunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama
di awal kalimat. Bila nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata
sandang. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut mempergunakan
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama dari judul referensi yang
didahului kata sandang al- , baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi

(DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:
Wa ma Muhammadun illa rasiul
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al Tus
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Salwa Salsabila Nugrahani, (19230070), 2025, Implementasi Perda Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu
di Posbakum Perspektif Teori Keadilan dan Figh Siyasah (Studi di Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya), Skripsi, Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H

Kata kunci: Layanan Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Teori Keadilan,
Figh Siyasah

Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum yang memiliki tujuan untuk
menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses
keadilan dengan fokus pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di
berbagai tingkat peradilan. Namum pemberian layanan bantuan hukum di
Pengadilan tersebut belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
dan mendeskripsikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat
tidak mampu berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya serta untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan
layanan bantuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat dan figh siyasah di
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pembahasan bahwa
layanan bantuan hukum bagi masyarakarat tidak mampu sudah berjalan sesuai
Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 namun belum dirasakan oleh semua
masyarakat tidak mampu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan
bantuan hukum gratis atau kendala teknis dan administrative menyebabkan tidak
maksimalnya pemanfaatan layanan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu
di Posbakum. Ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat, pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari
memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat
seseorang. Dalam perspektif figh siyasah, peran posbakum sejalan dengan prinsip
al-adl dan al-musawah, dimana negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak
untuk mendapatkan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
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ABSTRACT

Salwa Salsabila Nugrahani, (19230070), 2025, Implementation of Surabaya City
Regional Regulation No. 3 of 2019 on Legal Aid Services for the Underprivileged
at Posbakum: A Justice Theory and Figh Siyasah Perspective (A Study at the
Surabaya State Administrative Court), Thesis, Constitutional Law (Siyasah), Sharia
Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

Keywords: Legal Aid Services, Poor People , Theory of Justice, Figh Siyasah

The Surabaya City Government has issued Surabaya City Regulation
Number 3 of 2019 concerning Legal Aid, which aims to guarantee and fulfill the
rights of legal aid recipients to access justice, with a focus on providing free legal
aid at various levels of the court system. However, the provision of legal aid
services in the courts has not been optimal. The purpose of this study is to analyze
and describe the implementation of legal aid services for the underprivileged based
on Surabaya City Regulation Number 3 of 2019 at the Surabaya State
Administrative Court and to determine how the implementation of legal aid services
is based on the perspective of the theory of dignified justice and figh siyasah at the
Surabaya State Administrative Court. The type of research used is empirical
juridical with sociological juridical methods. Data collection methods use
interviews, observation, and documentation. The results of the discussion show that
legal aid services for the underprivileged have been running according to Surabaya
City Regulation Number 3 of 2019 but have not been felt by all underprivileged
people. The lack of public understanding of free legal aid services or technical and
administrative obstacles cause the suboptimal utilization of legal aid services for
the underprivileged at Posbakum. Viewed from the perspective of the theory of
dignified justice, providing legal aid to the underprivileged is a manifestation of
humanizing humans, namely from respecting one's dignity and worth. In the
perspective of figh siyasah, the role of Posbakum is in line with the principles of al-
adl and al-musawah, where the state is obliged to guarantee the fulfillment of the
right to access justice and equality before the law.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang
menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya berdasarkan prinsip asas
persamaan hukum (equality before the law) bagi seluruh masyarakat yang
berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada terjadi kriminalisasi ataupun
tebang pilih terhadap masyarakat yang berperkara dengan hukum. Akan tetapi
sering kali masyarakat dengan ekonomi ke bawah kurang diperhatikan akan
keadilan tersebut. Akses kaum miskin (Access to Justice) rentan terabaikan
atau sengaja diabaikan.! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1
menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.?

Pemerintah Indonesia memiliki peran untuk menjamin kesejahteraan
masyarakatnya. Bantuan hukum merupakan wujud usaha untuk membantu
warga negara di bidang hukum yang tujuannya bisa dirasakan oleh semua
masyarakatnya.’ Jaminan masyarakat dalam mendapatkan hak bantuan hukum

khusunya bagi masyarakat tidak mampu adalah kewajiban dari negara. Oleh

IChrisbiantoro, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantauan Hukum (Jakarta: Kontras,

2014) him 2

2 Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

3 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum suatu Tinjauan sosio Yuridis, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983) hlm 11-13



karenanya, pemerintah Indonesia membuat suatu perundang-undangan untuk
memenuhi hak asasi pada masyarakat tidak mampu dalam memberikan
bantuan hukum melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum yang dimana tujuan pokoknya menjamin pemenuhan hak bagi
penerima bantuan hukum yakni masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan
akses keadilan serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum
dilaksanakan secara merata dan juga mewujudkan peradilan yang efisien,
efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum
bagi masyarakat. Jusru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara
mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya
YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi
masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik,
LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, Kontras, Walhi, dan
lain-lain.* Hak atas bantuan hukum sendiri disebut sebagai non derogable
rights yang mempunyai arti sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan
ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah
hak asasi semua orang yang tidak diberikan oleh negara sebagai bentuk belas

kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggungjawab negara dalam

4 Kementerian Hukum Dan HAM, Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomorl6
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM Republik
Indonesia, 2013) hlm 5



mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial.’

Karena pentingnya bantuan hukum bagi setiap warga negara sebagai hak
konstitusional untuk mendapatkan keadilan, maka dari itu Pemerintah
Indonesia telah membentuk berbagai regulasi dan kebijakan untuk menjamin
akses layanan hukum yang merata, khususnya bagi masyarakat tidak mampu
salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda dibuat oleh
kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam
ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas
perjalanan eksekusi pemerintah daerah.®

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah
yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah itu
penjabaran yang lebih lanjut atau lebih lengkap dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dengan melihat kondisi dan ciri khas dari masing
masing daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peranan penting dalam
mengeluarkan peraturan daerah sebagaimana telah termuat dalam UUD 1945
Pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemda berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lainnya lain untuk melaksanakan otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan perundang-undangan Tingkat daerah tidak boleh bertentangan

dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan

SKementerian Hukum Dan HAM, Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011, hlm 9
6 Maria Farida Indrati S, IImu Perundang-Undangan, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Kamisius, 2007)



utama dari Peraturan Daerah adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada
masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, serta pembentukan Peraturan
Daerah harus berlandaskan pada prinsip-prisnip pembentukan perundang-
undangan secara umum, termasuk memberi prioritas pada kepentingan warga
negara dan menghormati hak asasi manusia., berwawasan lingkungan dan
budaya.’” Salah satu Peraturan Daerah yang mengedepankan kepentingan warga
negara dan menghormati hak asasi manusia adalah Peraturan Daerah mengeni
Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah Kota Surabaya turut berkontribusi dengan menerbitkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan
Hukum, yang secara spesifik mengatur pelaksanaan bantuan hukum secara
cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah di daerah
meliputi masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha negara dan/atau
masalah hukum keperdataan. Regulasi ini menekankan komitmen pemerintah
daerah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam
mendapatkan akses keadilan, dengan fokus pada pemberian bantuan hukum
litigiasi dan non litigasi di berbagai tingkat peradilan.®

Salah satu badan peradilan yang dibentuk dalam rangka perlindungan
hukum terhadap masyarakat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN
sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pencari keadilan dalam bentuk

7 Djaenuri, Sistem Pemerintahan Daerah (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019)
8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin.



layanan Pos Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan di titik beratkan kepada orang
yang tidak mampu secara finansial, dengan memberikan layanan berupa
pemberian informasi, konsultasi hukum, advis hukum, pendampingan hukum,
kampanye, riset, pendidikan hukum, advokasi kebijakan, atau pembuatan
dokumen hukum hingga pendampingan dan perwakilan dalam proses hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang timbul
dari perilaku badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya
suatu Keputusan TUN yang dianggap melanggar hak orang. Dan objek perkara
PTUN meliputi kewenangan PTUN ada pada bidang pertanahan, kepegawaian,
perizinan, lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, keputusan kepala desa,
pemilu, ketenagakerjaan, informasi publik, tindakan pemerintah, dan
penyalahgunaan kewenangan.’

Pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara mayoritas adalah
pejabat negara yang sudah pasti ketika berperkara dapat dengan mudah
mendaftrakan gugatannya dan juga menggunakan kuasa hukum yang
professional. Sedangkan apabila pihak yang kurang mampu dalam segi
ekonomi merasa kesulitan dalam berperkara dan juga harus menyewa kuasa
hukum. dengan orang yang berperkara adalah pejabat negara atau Badan

Eksekutif Negara yang pada umumnya menggunakan kuasa hukumnya sendiri.

® Tim Publikasi Hukum Online, "Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara," Hukum Online, 18 Desember 2022, Diakses Pada 22 november 2024,
https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-
usaha-negara-1t6376fbdb125a3/



https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-%20usaha-negara-lt6376fbdb125a3/
https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-%20usaha-negara-lt6376fbdb125a3/

Namum pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan ini belum optimal.
Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia menunjukkan bahwa masih
banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma,
dimana ada 53,0 persen masyarakat yang tidak mengetahuinya.!® Hal ini
memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya bantuan hukum
masih terbilang kurang. Tantangan utama dalam pelaksanaan pos bantuan
hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan
posbakum dan mereka tidak memahami tentang hak-hak mereka untuk
mendapatkan layanan hukum tanpa mengeluarkan biaya apapun meskipun
sudah ada pedoman yang jelas dari pemerintah. Mereka juga beranggapan
bahwa masyarakat yang tidak mampu dan kurang mengecap pendidikan akan
kesulitan ketika berurusan dengan hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai salah satu pengadilan
tunggal di Jawa Timur yang menangani volume kasus tinggi sekitar 4000-5000
perkara per tahun menyediakan Pos Bantuan Hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah
dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan telah bekerja sama
dengan DPC Peradi Kota Surabaya. Pos Bantuan hukum PTUN Surabaya
disiapkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial agar
memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap bulannya Posbakum

PTUN Surabaya memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi

19 Joshua Collins, “Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi
Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat” (Jawa Barat:
MaPPI FH UlI, 2021) hlm 7



hukum dan pemberian informasi sekitar 7-8 konsultasi dalam kasus seperti
sertifikat ganda (double sertifikat), pembatalan akta, dan perubahan wilayah
lahan. Namun penanganan bagi masyarakat yang tidak mampu ada 0 perkara.'!
Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya adalah pejabat negara yang termasuk dalam
kategori orang yang mampu maka pemberian bantuan hukum secara cuma-
cuma terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan pengadilan yang lainnya.
Anggapan masyarakat yang tidak mampu mengenai berperkara di
persidangan mahal masih sangat melekat Hal ini berdampak pada kesadaran
dan partisipasi Masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan layanan
bantuan hukum di Posbakum. Adapun Penerima Bantuan Hukum secara cuma-

cuma di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya'? Adalah sebagai berikut:

Tahun Jumlah Perkara

2022 2 penerima Pertanahan dan Kepegawaian
2023 3 penerima Pertanahan

2024 1 penerima Pertanahan

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keberadaan posbakum yang
memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum menjadi penyebab utama

" Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
12 Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



tidak maksimalnya pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum. Dengan
tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum, maka cita - cita dalam
menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusionalnya sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum tidak terlaksana sebagai
mestinya.

Dari berbagai hal yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan teori untuk
mengkaji kemanfaatan kepastian hukum bagi masyarakat atas kebijakan negara
tersebut. Teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Prof Teguh Prasetyo
merupakan suatu teori hukum yang memiliki beberapa postulat penting dalam
bidang hukum. Keadilan bermartabat berangkat dari postulat system; bekerja
mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat dapat
juga disebut teori keadilan yang berlandaskan oleh nilai nilai pancasila.
Terutama sila kedua pancasila.

Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka
keadilan yang hukum yang dimiliki oelh bangsa Indonesia adalah keadilan
yang memanusiakan manusia atau istilahnya adalah meng-nge wong ke wong.
Oleh Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia adalah teori

keadilan bermartabat.'3

Figh siyasah memandang bantuan hukum sebagai
kewajiban negara untuk menjamin kemaslahatan dan akses keadilan bagi

masyarakat kurang mampu yang sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat.

13 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2015)
hlm 109



Pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang tidak maksimal dan belum
menyentuh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum
secara keseluruhan terkendala pengetahuan dan keterbatasan akses masyarakat
belum sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat dan figh siyasah.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Layanan Bantuan Hukum Masyarakat

Tidak Mampu di Posbakum Perspektif Teori Keadilan dan Figh Siyasah”

. Rumusan Masalah

. Bagaimana penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?

. Bagaimana layanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu

perspektif teori keadilan bermartabat dan figh siyasah ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah
sebagai berikut :
Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalis tentang pemyelenggaraan
layanan Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan masyarakat tidak
mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019.

. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalis layanan Bantuan Hukum



terhadap masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan dan figh

siyasah

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai
berikut:
A. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk
menyusun lebih lanjut dan menyempurnakan tentang kebijakan dalam
bidang bantuan hukum khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan layanan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan
hak bagi masyarakat tidak mampu dalam menjamin akses keadilan dan untuk
terselenggaranya proses peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.dan
sejalan dengan prinsip figh siyasah.
B. Manfaat Teoritis
Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran
dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta
diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang

untuk menemukan teori atau konsep baru

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

10



berarti pelaksanaan atau penerapan.'* Implementasi juga dapat diartikan
sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian atau keputusan. Jadi
implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan
terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya
pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh
pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang- undang.
Implementasi menurut Webster Dictionary berasal dari bahasa Inggris yaitu
“to implement" yang berarti "to provide the means of carrying out"
(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "fo give practicial
effect to" yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau
menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi
yakni untuk membentuk negara sebagai "outcome" (hasil akhir) dari
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah!>

Terdapat tiga unsur pokok dalam proses implementasi, yaitu sebagai

berikut:

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan
atau peningkatan;

c. Adanya unsur pelaksana sebagai implementor baik organisasi atau

perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh

4 https://kbbi.web.id/implementasi. Di akses 19 April 2022
15 Solichin, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara
(Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 64
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pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.'®

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa
implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau
suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi
menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para
pejabat pemerintah.!”

Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi
kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu
(dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan dan sasara yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan
sebelumnya. Implementasi kebijakan pada prisipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan dua langkah yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui
formulasi kebijakan drivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum
undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna
membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain

implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang

16 Abdul Wahab Solichin, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Rineka Cipta,
2007) him 45

17 Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi, (Yogyakarta: Medi Pressindo,

2012) hlm 148
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ii.

1il.

1v.

V1.

2.

mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.'®
Berdasarkan dengan variabel tersebut, maka faktor yang dapat
mempengaruhi implementasi dalam model Van Meter dan Van Horn adalah:

Standar dan sasaran kebijakan.
Sumberdaya.

Hubungan antar organisasi
Karakteristik agen pelaksana.
Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Disposisi implementor.'’

Layanan Bantuan Hukum

Layanan bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh lembaga
bantuan hukum atau poosbakum bagi masyarakatnya. Pelayanan ini
diberikan khusus kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak
mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan
konsultasi hukum.?® Layanan hukum yang dimaksud dapat berupa
informasi, konsultasi maupun advis hukum atau bantuan pembuatan

dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

18 Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijkan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan

(Jakarta:

Elex Media Komputindo, 2012) hlm 681-699

19 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi ( Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012) hlm 99-101

20 Wibowo, Kurniawan Tri, Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia (Surabaya:
Pustaka Aksara, 2021)
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3. Masyarakat Tidak Mampu

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi
hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak
atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan

dan berusaha dan atau perumahan.?!

Pos Bantuan Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pos Bantuan
Hukum" lebih dikenal dengan istilah advokat, yaitu ahli hukum yang
diperbolehkan mewakili atau menasihati (sebagai penasihat) dan membela
perkara kliennya di Pengadilan.?> Frans Hendra Winata mendefinisikan
bantuan hukum sebagai pelayanan hukum yang khusus diberikan kepada
masyarakat tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma
di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari
seorang pengacara yang paham tentang seluk beluk pembelaan hukum, asas-
asasnya, peraturan hukum, dan hak asasi manusia®®

Pos bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan
access to law and justice bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara

atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum

telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan

2l Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undnag-undnag Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
22 https://kbbi.we.id/advokat. Di akses tanggal 19 April 2022

23 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000) hlm 23
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pelaksanaannya. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu
belum efektif dijalannkan sehingga makna access fo law and justice menjadi
bias.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum
diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum khususnya ttata cara
pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. UU
Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatitkan
fungsinya sebagai negara hukum yang mana negara mempunyai wewenang
dalam menentukan sarana terhadap aspek aspek penting pemberian bantuan
hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin. Aspek
tersebut adalah aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan
terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum dan aspek pendidikan

masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.?*

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih
terstruktur dan terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Pemaparan dari

sistematika pembahasan ini, sebagai berikut:

24 Fauzi, S.1., dan Ningtyas, L.P., Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi terwujudnya
Access to Law Justice bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1 (2018).
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BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan
dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa subbagian
yang didalamnya memuat latar belakang penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan kepada
pembaca sekaligus memberikan penilaian apakah penelitian ini layak atau tidak
untuk diteliti. Setelah membahas latar belakang penelitian, maka akan ada
rumusan masalah. Tujuan dari rumusan masalah ini agar penelitan tetap dalam
jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, berikutnya adalah
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ada definisi operasional yang berisi
penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga
membantu pemahaman pembaca. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan
yang berisi mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan
penelitian ini terstruktur dengan baik dan sistematis.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini melibatkan segmen yang membicarakan studi sebelumnya dan
kerangka teori. Referensi penulisan sebelumnya mencakup informasi yang
bersumber dari literatur seperti buku, artikel jurnal, atau disertasi yang
mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Sementara itu, teori atau konsep-konsep yang relevan dengan penelitian
disajikan dalam bagian rangka teori atau landasan teori, yang menjadi dasar
teoritis bagi penyelidikan dan analisis masalah yang dilakukan. Landasan teori

atau konsep tersebut akan dipergunakan untuk melakukan studi setiap
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permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.
BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tahap tahap yang harus dilaksanakan oleh
peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi
kebenarannya. Di dalam bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian
yang digunakan dalam penelitian agar jelas alur penelitian ini, kemudian
sumber data, yang berguna agar peneliti dan pembaca mengetahui sumber data
primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini, Setelah proses pengumpulan data, maka
selanjutnya akan dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah hasil pengolahan
data yang ditampilkan dengan susunan kalimat yang baik agar dapat dibaca dan
diinterpretasikan dengan mudah oleh peneliti dan mudah dipahami juga oleh
pembaca penelitian ilmiah ini.
BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagan inti dari penulisan, karena bab ini akan
menganalisis data baik melalui data primer maupun sekunder untuk
memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan dibahas.
Namun, ini akan disesuaikan dengan pembahasan yang ada di bab ini,
"Implementasi Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di
Posbakum Perspektif Teori Keadilan (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya)"
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BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir karya tulis, yang mengandung kesimpulan
dan rekomendasi. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penulisan yang
dilakukan; itu adalah jawaban singkat atas rumusan masalah. Poin dalam
kesimpulan harus sebanding dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah
usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki
otoritas lebih atas topik penulisan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga
merupakan usulan atau anjuran untuk studi mendatang. Isi rekomendasi dapat

dikaitkan dengan keuntungan penulisan yang telah dibahas dalam BAB 1.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian
terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Maimunawaroh dan Antikowati,
Kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di kabupaten Jember” Di dalam penelitian tersebut
membahas peraturan kewenangan penyelenggara bantuan hukum di daerah dan
pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Jember. Adapun hasil penelitan
menjelaskan bahwa bantuan hukum di Kabupaten Jember belum dapat
dilaksanakan secara maksimal di karenakan beberapa faktor antara lain (1)
tidak ada partisipasi masyarakat di bidang pengawasan terhadap pemberi
bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum sehingga ada celah bagi pemberi
bantuan hukum melakukan suatu pelanggaran (2) belum adanya peraturan
bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.”> Persamaan dalam penelitian ini
adalah sama-sama mengkaji tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu dan keduanya menekankan kontribusi pemerintah daerah dalam
mendukung bantuang hukum. hanya saja dalam penelitian yang dilakukan

penulis sebelumnya berfokus pada kewenangan pemda secara umum,

23 Siti Maimunawaroh dan Antikowati, “Kewenangan Pemeintah Daerah Dalam
Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember, *“ Jurnal
Hukum, Vol.5 No.2 (2018): 291
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sedangkan penulis saat ini lebih fokus kepada bagaimana implentasi layanan
bantuan hukum di PTUN Surabaya berdasarkan analisis Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dalam menangani kasus TUN bagi masyarakat
tidak mampu.

2. Jurnal yang ditulis oleh Adnan Adi Satriawan, Upik Hamidah, dan Satria
Paryoga,
“Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar
Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)” yang dalam
penelitiannya tersebut berfokus kepada implementasi bantuan hukum pada
masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian
menjelaskan implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota
Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar
Lampung. dikarenakan akses untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis
masih menjadi persoalan bagi pemerintah pihak pemberi Bantuan Hukum dan
Lembaga Bantuan Hukum dan juga beberapa faktor eksternal yang menjadi
pemicu terhambatnya pemberian Bantuan Hukum.?Persamaan dari
penelitiannya ialah sama- sama mengkaji terhadap pemberian bantuan hukum
yang diberoikan yang masih belumdirasakan sepenuhnya bagi masyarkat
miskin. Sedangkan perbedaannya, penulis sebelumnya fokus dengan studi

kasus LBH Bandar Lampung sedangkan penulis saat ini meniliti di PTUN

26 Adnan Adi Satrriawan, dkk “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di
Kota Bnadar Lampung”, Junral Hima Han No. 2 (2017): 11
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Surabaya.yang mengkaji implementasi pemeberian bantuan hukum perspektif
teori keadilan bermartabat. Serta secara eksplisit merujuk pada Peraturan
Daerah Kota Surabaya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Saefudin, dengan judul “Implementasi
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Dalam
penelitiannya tersebut membahas tentang implementasi pemberian bantuan
hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi yang
dikarenakan oleh beberapa faktor, ialah pengawasan belum maksimal, masih
banyak orang miskin yang berperkara tidak mendapatkan bantuan hukum,
masih banyak orang miskin yang tidak tahu menahu adanya program bantuan
hukum, ego dari lembaga hukum yang masih tinggi proses reimbursement yang
sering terlambat, dan pelayanan administrasi yang belum efektif dan efisien.
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di
Jawa Tengah ada 3 (tiga) faktor, yakni (1) Faktor substansi hukum (lega!/
substance) (2) Struktur hukum (legal structure) dan (3) Budaya hukum (/egal/

culture).*’

Kesamaan penelitian penulis dengan dengan penelitian ini ialah
sama-sama membahas tentang implementasi bantuan hukum yang diberikan
kepada pihak yang berpekara. Namun yang menjadi pernbeda adalah penulis

yang saat ini lebih fokus terhadap impelementasi layanan bantuan hukum

menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya dengan perspektif teori keadilan

27 Yusuf Saefuddin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di
Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum”, Jurnal Idea Hukum 1 (2016): 75
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bermartabat dan figh siyasah

4. Skripsi yang ditulis oleh Anna Rodhatul Jannah, dengan judul “Analisis
Sivasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima
Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun
2020 (Studi di Desa Purworeji Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah)” Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di desa Purworejo sudah terlaksana sesuai
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020. Akan tetapi,
terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi mengenai hukum dan
tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah rendah sehingga
masyarakat yang mendaftar sangat minim. Prinsip siyasah dusturiyah yang
berkaitan dengan konep bantuan hukum dalam hukum Islam sudah terjawab
yaitu dengan adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia.?®
Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menggunakan peraturan gubernur
dan persspektifnya pada siyasah dusturiyah dalam analisisnya. Sedangkan
penulis saat ini menggunakan perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019
dengan perspektif figh siyasah

5. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mukmin Rehas, dengan judul “I/mplementasi

Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif

Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”. Dalam

28 Anna Rodhatul Jannah, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak
Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworeji Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah)” Urdergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023)
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penelitiannya masyarakat samarinda masih dalam keraguan terhadap penegak
hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang disebabkan oleh image
advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika
tidak dibayar. Dari segi lainnya masyarakat samarinda juga banyak yang awam
terhadap kegunaannya Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum).
Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Posbakum dikarenakan kurangnya
sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun yang
didesa yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang
disediakan oleh pengadilan melalui Pos bantuan hukum.? Persamaan
penelitian adalah sama-sama membahas pemberian bantuan hukum. Perbedaan
fokus penelitiannya kepada administrasi regulasi bantuan hukum. Penelitian
penulis yang sekarang fokus terhadap pemberian layanan bantuan hukum
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan perspektif teori keadilan
bermartabat dan figh siyasah

6. Jurnal yang ditulis oleh Ari Prabowo dengan penulisannya yang berjudul
“Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu
kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014”. Dalam penelitiaannya memuat pelayanan posbakum di
Bengkulu sangat memberikan manfaat bagi masyarakat kota bengkulu
berdasarkan wawancaranya yang telah dilakuakn. Petugas piket Posbakum di

Pengadilan Agama Bengkulu telah menyatakan bahwa pegawai yang bertugas

2% Abdul Mukmin Rehas, “Implementasi Pemberian Bntuan Hukum Di Kota Samarinda
Berdasarkan Perpektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20117,
Jurnal llmiah Hukum No. 2 (2015): 188.
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tidak diambil dari kalangan mahasiswa dengan tujuan memaksimalkan kinerja
dari posbakum.’® Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
menjelaskan mengenai pelayanan bantuan hukum di Pengadilan menurut
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, hanya saja dalam penelitian

yang dilakukan penulis yang sekarang lebih fokus pada layanan bantuan

hukum menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019.

No. | Judul Isu Hukum | Persamaan | Perbedaan Kebaruan

1. Siti Kewenangan | 1. Bantuan Implementas | Pemulis
Maimunawaroh hukum Hukum i Layanan berfokus pada
dan Antikowati Bagi Bantuan implementasi
Kewenangan Masyarakat | Hukum pelaksanaan
Pemerintah Tidak sesuai Perda | layanan
Daerah Dalam Mampu Kota bantuan hukum
Pemenuhan Surabaya di PTUN
Bantuan Hukum 2. Peran Surabaya
Bagi Masyarakat Pemerintah berdasarkan
Miskin di Daerah Peraturan
Kabupaten dalam Daerah Kota
Jember Regulasi Surabaya

Bantuan Nomor 3
Hukum Tahun 2019
perspektif teori
keadilan

2. Adnan Adi Implementasi| Bantuan Jenis Penelitian ini
Satriawan, Upik | Bantuan Hukum Lembaga berfokus pada
Hamidah dan Hukum bagi (Posbakum layanan
Satria Paryoga, Masyarakat | dan LBH) bantuan hukum
Implementasi Kurang di Posbakum
Bantuan Hukum Mampu sesuai dengan
Pada Masyarakat Peraturan
Miskin di Kota Daerah Kota

30 Ari Prabowo “Peran Pos Banruan Hukum (Posbakum) Di Pengdilan Agama Bengkulu
Kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014”, Qiyas No. 2 (2017): 202
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Bandar Surabaya
Lampung (Studi Nomor 3

di Lembaga Tahun 2019
Bantuan Hukum dan dilihat dari
Bandar perspektif teori
Lampung) keadilan
Yusuf Saefudin, Implementa | Bantuan Implementas | Penelitian ini
Implementasi si Bantuan hukum i layanan membahas
Pemberian hukum, untuk bantuan mengenai
Bantuan Hukum | Undang- masyarakat | hukum layanan

bagi Rakyat Undang miskin berdasarkan | bantuan hukum
Miskin di Jawa No. 16 Peraturan sesuai dengan
Tengah Tahun 2011 Daerah Kota | Peraturan
Berdasarkan Surabaya Daerah Kota
Undang-Undang Surabaya dan
Nomor 16 dari segi
Tahun 2011 perspektif teori
tentang Bantuan keadilan
Hukum

Anna Rodhatul Pemenuhan | Implementa | Penulis Penulis yang
Jannah, Analisis | Hak si regulasi sebelumnya | sekarang focus
Siyasah Masyarakat | bantuan menggunaka | pada
Dusturiyah Miskin hukum n Peraturan implementasi
Terhadap Bantuan Gubernur Perda Kota
Pemenuhan Hak | Hukum Lampung Surabaya
Masyarakat dan terhadap
Miskin perspektif layanan
Menerima siyasah bantuan hukum
Bantuan Hukum dusturiyah dan perspektif
Berdasarkan teori keadilan
Peraturan bermartabat
Gubernur dan figh
Lampung siyasah
Nomor 22

Tahun 2020

(Studi di Desa

Purworeji

Kecamatan

Kotagajah

Kabupaten

Lampung

Tengah)
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Abdul Mukmin Pengaturan | Bantuan Adminitrasi | Penulis
Rehas, pemberian hukum regulasi berkonsentrasi
Implementasi bantuan untuk bantuan pada
Pemberian hukum, masyarakat | hukum implementasi
Bantuan Hukum | pencari tidak layanan
di Kota keadilan mampu bantuan hukum
Samarinda oleh yang sesuai
Berdasarkan masyarakat dengan
Perspektif miskin Peraturan
Administratif Daerah Kota
Dalam Undang- Surabaya
Undang Nomor Nomor 3
16 Tahun Tahun Tahun 2019
2011 dan perspektif
teori keadilan
Ari Prabowo, Pemberian Peran Peran Penulis fokus
Peran Pos bantuan Posbakum posbakumdi | terhadap
Bantuan Hukum | hukum berdasarkan | Pengadilan implementasi
(Posbakum) di dalam regulasi Tata Usaha layanan
Pengadilan PERMA bantuan Negara bantuan hukum
Agama Begkulu | No. 1 hukum Surabaya bagi
kelas 1A Tahun masyarakat
Berdasarkan 2014, tidak mampu di
Peraturan Pelayanan Posbakum
Mahkamah Posbakum Pengadilan
AGUNG Tata Usaha
Republik Negara
Indonesia Surabaya
Nomor 1 Tahun berdasarkan
2014 Perda Kota
Sueabaya dan
perspektif teori
keadilan

B. Kerangka Teori

1. Konsep Bantuan Hukum
Konsep bantuan hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan

hukum merupakan jasa yang diberikan kepada penerima bantuan hukum
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yang tidak mampu secara cuma-cuma. Menurut Undang-Undang nomor 16
tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan
jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada
penerima bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum memiliki 3
ciri dalam istilah yang berbeda yakni sebagai berikut:*!
a. Legal Aid
Legal aid merupakan bantuan hukum yang dikhususkan terhadap
mereka tidak memiliki uang atau tidak berkecukupan untuk
membayar jasa kuasa hukum atau penasihat hukum pribadi. Sistem
hukum teresbut bersifat nasional yang kemudian diatur secara local.
Berdasarkan pengertian tersebut cukup jelas bahwa adanya Bantuan
Hukum ini diperuntukan untuk membantu mereka yang tidak
mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Jadi Legal Aid
diartikan sebagai pemberian jasa kepada seseorang yang terlibat
dalam suatu kasus atau perkara dibidang hukum. Ketentuan
pemberian jasa dibidang hukum meliuputi hal-hal sebagai berikut:
a) Bantuan jasa hukum dalam Legal Aid lebih mengkhususkan
bagi yang tidak mampu.
b) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-
cuma

c) Penegakan hukum dan pembelaan atas hak asasi rakyat kecil

31 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar
Grafika).
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yang buta hukum.
b. Legal Assitance
Legal Assistance merupakan penjelasan secara luas mengenai Legal
Aid. Legal Assistance sendiri lebih menjelaskan tentang profesi yang
awalnya sebagai penasehat hukum menjadi ahli hukum, sehingga
dapat diartikan. Legal Assistance sebagai ahli hukum yang dapat
menyediakan bantuan hukum terhadap siapa saja tanpa ada
pengecualian. Dapat diartikan bahwa jasa. Legal Assistance sendiri
tidak hanya didapatkan oleh seseorang yang tidak mampu saja
melainkan seseorang yang mampu untuk membayar jasa tersebut.
Sebagian orang menganggap bahwa Legal Aid selalu berhubungan
dengan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, namun
anggapan lain juga menafsirkan bahwa Legal Aid sama dengan
Legal Assistance yang memiliki notasi pelayanan yang sama antara
orang yang mampu dan tidak mampu. Anggapan tersebut ditafsirkan
Legal Aid sebagi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.*
c. Legal Service Clarence
Salah satu tokoh yakni Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah
Legal Service yang mengartikan bahwa istilah ini dianggap
memiliki pengertian secara luas daripada konsep Legal Assistance

dan Legal Aid. Apabila istilah ini dimaknai secara bebas maka legal

32 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar
Grafika). hlm 334
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service memiliki arti pelayanan hukum, pengertian Legal Service
yang dimaksud tersebut merupakan sebuah gejala dari bentuk
pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak
didalam masyarakat yang bermaksud untuk penjaminan atas
sesorang agar tidak mengalami perampasan atas haknya, serta
memperoleh nasehat hukum yang diperlukan. Hal tersebut hanya
bisa didapatkan oleh seseornag yang tidak memiliki daya finansial.
Dengan adanya istilah tersebut Legal Service merupakan sebuah
langkah yang digunakan untuk menjamin terhadap pelaksanaan
system hukum ketika di implementasikan dan tidak menjadi
ketimpangan dari adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan
dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu
didalam masyarakat.*?

Eramus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono
berpendapat bahwa dalam suatu Negara yang memiliki system
demoktratis dengan berlandasan hukum sebagai pedoman negara,
hak akan mendapatkan bantuan hukum merupakan perwujudan dari
hak asasi manusia, yang harus bernilai sama dihadapan hukum. Hak
untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum
merupakan bentuk pengakuan Negara Indonesia sebagai Negara

yang berlandaskan hukum. Equal Acces To Justice And Equality

33 Clarence J Dias, (Recearch on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal
service programs in developing countries) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto,
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm 10
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Before The Law adalah suatu prinsip mengenai Hukum Universal

dengan mempertegas bahwa setiap seseorang berhak mendapatkan

keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa

pandang bulu. hal tersebut merupakan bentuk nyata yang harus

dilakukan oleh Negara yang menganut sistem demokratis.

dengan aspek-aspek seperti berikut

a)

b)

Adapun tujuan program Bantuan Hukum yaitu berkaitan
34.
Aspek Kemanusiaan

Aspek ini memiliki tujuan bahwa adanya program bantuan
hukum adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang
harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan
pengadilan, Oleh karena itu, apabila Masyarakat tidak
memilikin kemampuan untuk mengases hukum dipengadilan,
bukan berarti masyarakat tidak mampu tidak memilkiki
kesempayan untuik memproleh pembelaan dan keadilan serta
perlindungan hukum dihadapan pengadilan..
Peningkatan Kesadaran Hukum

aspek dari kesadaran hukum memiliki tujuan bahwa adanya
bantuan hukum untuk memumupuk kesadaran masyarakat
terhadap hukum baik dalam tingkatan rendah hingga jenjang

tingkatan hukum yang kebih tinggi. Oleh karena itu masyarakat

3% Wibowo, Kurniawan Tri, Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia (Surabaya: Pustaka

Aksara, 2021)
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memiliki apresiasi dengan perbuatan dan sikap sebagai
cerminan dari kewajiban dan hak secara hukum yang harus
mereka dapati.

Adapun konsep Bantuan Hukum di Indonesia secara mendasar

memiliki dua konsep yang harus di jalankan, yakni konsep bantuan

Hukum Konstitusional Dan Konsep Hukum Tradisional.*®

Konsep bantuan hukum menurut Yesmil Anwar dibagi menjadi tiga

ialah sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, konsep ini merupakan
layanan hukum yang dilakukan secara individual terhadap
masyarakat miskin, konsep ini bersfifat psaif dengan pendekatan
formal (legal). Konsep ini melihat sudut hukum yang berlaku dari
bentuk permasalahan hukum yang dijalani oleh masyarakat
miskin, konsep teresebut sudah ada sejak lama yang mana konsep
ini lebih menfokukan atau menitikberatkan atas kasus-kasus yang
secara hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, konsep ini dinilai lebih
aktif yang di berikan tehadap kelopok masyaratkat secara
kolektif. Artinya bantuan hukum tehadap rakyak miskin

dilakukan dalam rangka tujuan dan usaha yang lebih luas.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, konsep ini merupakan

% Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia”. (Depok :
BP-FHUI,2019), him 33
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kegiatan untuk menciptakan hukum yang mampu mentransisikan
struktur yang timpang menuju structural yang adil. Konsep
bantuan hukum ini memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan

struktual®

2. Teori Keadilan Bermartabat
Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak
memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi
tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta
aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus

37 sekaligus pada saat yang bersamaan

ditunaikan demi kepentingan umum
tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah
keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah
keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi
daripada orang-orang yang bersangkutan

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam
literatur berbahasa Inggris dengan konsep legal theory, jurisprudence atau
philosophy of law dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu

sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya

pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas asas hukum yang

% Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia”. (Depok :
BP-FHUIL,2019), him 33

37 Gustav Radbruch, Legal Philosophy, 11, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series:
Vol. IV, The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk,
Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950, him49-224
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berlaku. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-
asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum
yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum
berdasarkan Pancasila.*®

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara lex eterna
(arus atas) dan Volkgeist (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha
untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila.
Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat
hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum,
berdialektika secara sistematik. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu
menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat
menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang
memanusiakan manusia. Keadilan Bermartabat berpendirian bahwa baik
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah merupakan satu kesatuan
yang berhimpun dalam ‘keadilan’. Keadilan dalam pengertian membangun
kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh
Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala,
yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan
berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.®

Keadilan Bermartabat sebagai suatu Grand Theory hukum memandang

38 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, ( Bandung: Nusa Media,
Cetakan Kedua, 2015) hlm 43
39 Ibid, hlm 30-31
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Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala
sumber.

Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan
justifikasi akan suatu sistem hukum yang berlaku. Teori keadilan yang
bermartabat menjelaskan dan membenarkan sistem hukum antara lain dengan
menganggap bahwa hukum itu ada dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau
Volksgeist.** Bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, yang berakar pada martabat manusia. Tujuannya adalah mencapai
keadilan yang memanusiakan manusia, sesuai dengan martabatnya.*!

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan
hukum yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya,
hukum termasuk pengarturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan
yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori keadilan
bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa
manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukkan kepada
peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetya:

"Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk

dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka

yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum
yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah

40 Teguh Prasetyo, “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” Jurnal
PERSPEKTIF Vol XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari.

41 Teguh Prasetyo. “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat ”.
Perspektif. Vol. XXI No. 4 (2016): hlm. 23
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makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
sebagaimana tercantum dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang
adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan
martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan
perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar,
dan terhadap Tuhan."*

Indikator utama teori keadilan bermartabat adalah sebagai berikut:

a. Memanusiakan manusia (nge wong ke wong), hukum menempatkan
manusia sebagai subjek, bukan objek serta menjunjung tinggi harkat
dan martabat individu.

b. Berbasis nilai-nilai Pancasila: seluruh produk hukum dan
penegakannya harus bersumber dari nilai-nilai luhur pancasila

c. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum: hukum harus
menciptakan keadilan yang memberikan manfaat bagi manusia, bukan
sekedar kepastian formal.

d. Etika sebagai kompas moral: etik digunakan untuk mencegah hukum
disalahgunakan, sehingga tujuan hukum sejalan dengan nilai-nilai
moral

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan

hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari

memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan

martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan

42 Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2016) him 93
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bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan
hal tersebut merupakan suatu wujud dari persamaan dimuka hukum dan
tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai
manusia. Keadilan Bermartabat memastikan bahwa tidak ada diskriminasi
dalam memperoleh perlindungan hukum, hal ini merupakan wujud dari
equality before the law. Serta teori keadilan bermartabat menempatkan

nilai-nilai pancasila sebagai dasar utama.

3. Fiqh Siyasah

Secara etimologi, figh adalah pemahaman. Sedangkan figh secara
terminologi, adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal
perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-
hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as- Sunnah. Jadi figh adalah
pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan
asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.
Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al- Arab berarti
mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan. Jadi pengertian siyasah menurut bahasa
mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah,
memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara
terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah
adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada

kemaslahatan.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa figh siyasah merupakan salah satu aspek
hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu
sendiri. Sumber yang digunakan dalam figh siyasah sama dengan sumber
hukum yang digunakan dalam membahas figh lain, dalam figh siyasah juga
menggunakan ilmu ushul figh dan gowaid figh.*

Di dalam figh siyasah, bantuan hukum termasuk dalam siyasah dusturiyah.
Sivasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara
perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini
juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang
wajib dilindungi.* Prinsip-prinsip figh siyasah yang berkaitan dengan konsep
Bantuan Hukum adalah Prinsip persamaan dan Prinsip Keadilan.

Prinsip Persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem
hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi dan ditegakkan.
Dalam figih siyasah, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-

diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara yang berarti

4 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), him 9
4 Ibid, hlm 177
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bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa
mempertimbangkan asal- usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua
orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak
dan dituntut melaksanakan kewajiban. #°

Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari figih siyasah. Prinsip Keadilan ini
menjadi landasan utama dalam figih siyasah yang sangat relevan dalam
memberikan bantuan hukum dengan menjadikan penegakan keadilan sebagai
prioritas utama. Prinsip ini memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya adil
tetapi juga transparan dan akuntabel.

Pada Figh Siyasah, bantuan hukum juga dikenal dengan al-wakalah atau al-
wakilah. Karena sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan
sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, wakalah atau al-wakilah
berasal dari bahasa Arab al-mura’at wa al hifzu, dan al tafwid al-i 'timad yang
berati penyerahan, pendelegasian dan pemberian kuasa kepada seseorang.*
Menurut para fuqaha wakalah adalah memberi kekuasaan kepada orang lain
yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang
memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi (akad)
yang bersifat tolong menolong.*’

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh

4545 7. S. Z. Setiawan dan Irwansyah, “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH," JURNAL CERDAS
HUKUM, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, (2023) hlm 72

46 Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam”, Al-Mawarid: Jurnal Hukum
Islam, Vol 12 No. 1 (2004) hlm 25

47 Ibid, hlm 28
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seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak
kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang
diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan
sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan
tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau
pemberi kuasa.*®

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua
orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya
baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewakilkan dalam
pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang,
penagihan utang dan lain sebagainya. Penerima kuasa (wakil) boleh menerima
komisi (al ujur) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho
Allah atau tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya
seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut
dengan wakalah bil-ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara
sepihak. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan al wakalah adalah penyerahan dari seseorang
kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama
yang mewakilkan masih hidup.*

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan

tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian

48 Widiyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 121.
49 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him 231.
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bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun
yaitu pihak pemberi kuasa (al-muwakkil), pihak penerima kuasa (al-wakil),

obyek yang dikuasakan (tawkil) dan ijab qabul (sighat).>

50 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Hasan, and Sapiudin, Figh Muammalah (Jakarta: Kencana,
2010), hlm 189.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris®! yaitu penelitian yang mengacu
pada hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk
mengungkapkan permasalahan di lapangan yang di teliti dengan berpegang
pada ketentuan yang normatif mengenai implementasi layanan bantuan

hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara empiris
dengan jalan terjun langsung ke objeknya.’? Dalam penelitian ini akan
menguraikan fakta empiris yang nyata dalam masyarakat yang ditinjau dari
berbagai sisi sehingga memperoleh fakta empiris mengenai implementasi
layanan bantuan hukum bagi masyakarat tidak mampu perspektif teori

keadilan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini diperlukan guna memperoleh data yang akurat. Lokasi

yang dipilih oleh peneliti adalah Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara

51 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm 93
52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,
2005) hlm 51
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Surabaya yang berlokasi di JI. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semawalang,
Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, dan
sebagai bahan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dan perspektif teori keadilan bermartabat.

Adapun denahnya sebagai berikut.>

Figure 1

D. Jenis Data dan Sumber Data
1. Data primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.
Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi

33 Gambar lokasi diambil dari,
https://earth.google.com/web/search/Pengadilan+Tata+Usaha+Negara+(PTUN)+Surabaya,+Jalan+
Raya+Ir+H.Juanda,+Semawalang,+Semambung,+Kabupaten+Sidoarjo,+Jawa+Timur/@-
7.38095472.112.74907704.2.056287572a,837.51940071d.35y,360h.0t,0r/data=CiwiJgok CRG6mgm
9FIRAEQ66mgm9F; TAGT XeiwxsFOIAIVD393UorEnAQgIIAUICCABKDQ)j 8BEA
A?authuser=0

Diakses tanggal 13 mei 2025
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langsung tempat penulisan agar menggambarkan dengan mudah dan
mendapatkan data secara valid.>* Data utama yang diperoleh melalui
wawancara dengan rekan-rekan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Petugas
Posbakum yakni Ibu Tri Sunarti S.H dan Petugas Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) yakni Bapak I Made Aditya Dwi.S.H

2. Data Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder yang dilakukan oleh penulis setelah
mereka mempelajari, memeriksa, atau membaca data, yang berkaitan
dengan subjek yang akan diteliti. Sumber data sekunder mendukung dari
data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku
induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan atau
dilaporkan oleh orang atau instansi lain.>> Dalam hal ini data sekunder
yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan Implementasi
Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam
mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu

sebagai berikut:

>4 Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) him
136
5 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara 2006) hlm 20
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a. Wawancara (interview)
wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum
terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara atau
interview dimaksudkan melakukan sebuah tanya jawab secara tatap
muka atau langsung untuk mendapatkan informasi dalam bentuk
tulisan, video, audio dan rekaman melalui pihak-pihak yang
berkaitan. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh
informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh melalui
pengamatan.’® Penulisan ini akan melakukan sebuah wawancara
atau interview dengan pihak yang akan diwawancarai yaitu: Pegawai
Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

b. Pengamatan (observation)
Pengamatan atau observasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data setelah data diperoleh dengan tujuan mencatat
lagi hukum sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau
bukti berhubungan dengan Pelayanan Bantuan Hukum di Posbakum

PTUN Surabaya Perspektif Keadilan Bermartabat

F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan

56 Sigit, Anik, Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020) hlm 70

44



analisis bahan huku, yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.
Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode
pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat
teratur, logis, runtut, tidak tumpeng tindih dan efektif sehingga
memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam pengolahan data
dilakukan dengan tahap-tahap seperti: pemeriksaan data (editing),
klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing) dan
pembuatan kesimpulan (concluding).’’

Adapun demikian pembagian pengolahan data yang dilakukan penulis ialah:

a) Pemeriksaan Data (Editing) adalah meneliti data-data yang diperoleh
terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan mkana, kesesuaian,
dan relevansinya dengan data yang lain. penulis melakukan proses
pemeriksaan data terhadap hasil wawancara terhadap narasumber
serta beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam menyusun
penelitian ini.

b) Klasifikasi (Classifying) merupakan tahapan pengklasifikasan data
dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelas-kelas dari
gejala atau peristiwa hukum yang sejenis dan dianggap sejenis.>®

c) Verifikasi (Verifying) adalah proses memeriksa data dan informasi
yang tekah didapat dari lapangan agar keabsahan data dapat diakui

dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ialah dengan

57 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm 19
8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020) him 104
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mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah
didapat kepada subyek penelitian.

d) Analisis (Analyzing)
Analisis data yakni melakukan kajianatau telahaan terhadap hasil
pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori
yang telah didapatkan sebelumnya.’® Penulis menggunakan teori
keadilan bermartabat

e) Pembuatan Kesimpulan (Concluding) yaitu kesimpulan atas proses
pengolahan data yang terdiri dari empat tahapan sebelumnya:
pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Pembuatan
kesimpulan merupakan tahapan yang terakhir dalam proses
pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nanti akan menjadi sebuah

data terkait dengan objek penelitian penulis.

G. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis dengan cara menggambarkan dan memaparkan subjek dan
objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan hasil data
dari informan baik berupa tulisan, lisan dan tingkah laku yang konkrit
mengenai implementasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Posbakum perspektif teori keadilan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya.

>9 Ibid, him 104
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan
peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan
persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai sarana dan prasarana baik
materiill maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi
secara bertahap.Sesuai dengan amanat Pasal 145 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada tahun 1991 Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang
diundangkan pada tanggal 14 Januari 1991. Terbitnya PP No.7 Tahun 1991
tersebut sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima)
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1990 yakni : PTUN
Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung
Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) berdasarkan UU No.10 Tahun 1990,yaitu
PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan PT-TUN Ujung Pandang.

Pada awal beroperasinya PTUN Surabaya, wilayah hukum dari PTUN

Surabaya meliputi tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah
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Istimewa Yogyakarta. Namun sejak terbentuknya PTUN Semarang pada
tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997,
maka wiilayah hukum PTUN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa
Timur yang meliputi 38 daerah tingkat II yang terdiri dari 9 Kota dan 29
Kabupaten)

Gedung yang digunakan sebagai kantor PTUN Surabaya sejak beroperasi
pada tanggal 14 Januari 1991 pada awalnya menempati gedung bekas kantor
Wilayah Pemasyarakatan V Surabaya, yang kemudian direnovasi dan
diresmikan penggunaannya sebagai kantor PTUN Surabaya oleh Menteri
Kehakiman RI pada saat itu Bapak Ismail Saleh, S.H., pada tanggal 17
Desember 1990.%° Sejak tanggal 1 juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di jalan Ir. H. Juanda No.89,
Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian
gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia yakni Bapak Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian
29 gedung Pengadilan di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 2013,di
Pengadilan Negeri Tengarong, Kalimantan Timur.®!

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat

pertama. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah peradilan dalam

lingkup hukum publik, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang

80 Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

61 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Sejarah Pengadilan" diakses pada 15 November
2025,

https://www.ptun-surabavya.go.id/sejarah-pengadilan/
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memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota
masyarakat dengan pihak pemerintah (eksekutif). Adapun Fungsi Peradilan
Tata Usaha Negara adalah Melakukan pembinaan pejabat struktural dan
fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis,
yustisial maupun administrasi umum. Melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.®> PTUN
Surabaya memiliki peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dengan
diiringi peningkatan integritas moral dan karakter sesuai dengan Kode Etik dan
Tri Prasetya Hakim Indonesia hal ini ditunjukan agar terciptanya putusan-
putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan nilai-nilai
keadilan, demi tercapainya ketertiban masyarakat serta memenuhi harapan para
pencari keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki visi dan misi. Visi tersebut adalah
terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung. Kemudian
misi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menjaga kemandirian Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, serta meningkatkan kredibilitas dan trasnparansi
serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya.

92Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diakses pada 15 November 2025,
https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/
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Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan peradilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.7 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para
pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan citra dan wibawa PTUN Surabaya sebagai Pengadilan yang
mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk
mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas teknis dan administrasi
yudisial maupun tugas-tugas non teknis lainnya.

Adapun struktur organisasi PTUN Surabaya adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

HAKIM

1. WL SITI MAISYARAN, S.0., M.§
2. KEMRS MENDI ZATMIKD, S.., M.H.
3. YUSUF NGONGO, S.0., MK,

A ESTININGTYAS DIANA MANDAGL, S.H., M.H. PANITERA SEKRETARIS

5. FADNOLY NERNANTO, 5.0.. M., WOLOL, 5., RARMADI, 5.0,

7. WARYUDI SIREGAR, S.H.. M.H.

RKARA

8. DINY PRATIWI PUJILESTARI, S.0., MK, PUJI SUSILONINGSIN, S.0., M.N.

5 NAILY MADBA ALLIN, S.E., 5.0,

9. REZR ADTATAMA, 5.0, MK AT 1 A A :

Wlorok Anaits Perkara Peraglan) Perkan Peradiim) 1 Rartia 5 Aisyan S8 1 dewi dnduna A e L W Oktaviant 5.5
10, JIMMY RITANT NATAREZR, S.0., MLH, * o s L L — x.‘_'_""‘_:"“.'_l“ Vseprimeghey
1. IXAWATI TAMI, S.0. | m———— owa
12, AND PUTRI BULAN, S.6., M.N. A m—— o ot ks
12 ARUM PRATINI MATANGSARL, S0, - ——

L 14, DIANA YUSTIKASARI, S.H,
15. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.. M.Hem.
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Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi PTUN Surabaya

50



Berdasarkan gambar struktural organisasi diatas Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dipimpin oleh. Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H dan
wakilnya H Al’an Basyier, S.H., M.H. Dalam tingkatannya hakim memiliki
posisi yang sejajar dalam PTUN Surabaya. Anggota lain pada PTUN Surabaya
yaitu, Panitera yang menaungi beberapa sub bagian seperti; Panitera Muda
Hukum dan Perkara, Kelompok Jabatan Teknis Pengadilan (Panitera Pengganti
dan Jurusita Pengganti). Selanjutnya sejajar dengan panitera terdapat Sekretaris
yang menaungi beberapa Sub Bidang seperti; Sub Bagian Umum dan
Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub
Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. Adapula, Kelompok Jabatan
Fungsional (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Analis SDM
Aparatur Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama) yang menjadi bagian
dalam Sekretaris.

Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari layanan digital
yaitu Aplikasi HAI, Siwas, SIPP, Layanan MAP, SISTAL, E-Layanan, E-
Court. Selain layanan digital PTUN juga memberikan layanan hukum untuk
masyarakat tidak mampu. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini
merupakan suatu langkah untuk menghadapi kemungkinan adanya benturan
atau perselisihan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dalam

bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum.
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B. Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak
mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019
di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan
yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dimaksud dengan
bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah
suatu kewajiban mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan
di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga negara
yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama
dihadapan hukum termasuk dalam hal mendapatkan hak atas akses keadilan
melalui bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan
masyarakat tidak mampu. Penggunaan patokan ‘“Masyarakat miskin” hanya
mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sedangkan “Masyarakat tidak
mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti
ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang
melibatkan subyek hukum masyarkat secara kolektif. Pada patokan
“Masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak

memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum
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tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau
tidak.%

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan
hukum, menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima
bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi
bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pelaksanan oleh Menteri
memiliki makna yang sama dengan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan
jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan
atribusi. Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, Undang-
Undang tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 19 juga menjelaskan bahwa
Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan inipun lebih lanjut
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
PP ini mengatur pendelegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan
bantuan hukum untuk diatur dalam Perda. Pengalokasian anggaran dari APBD
ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota besar dan pusat ekonomi di Jawa
Timur, permasalahan akses terhadap bantuan hukum semakin relevan,

mengingat tingginya jumlah penduduk dan beragam jenis kasus hukum yang

bl

83 Gayo, Ahyar Ari “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin’
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (2020): hlm 409-432
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muncul. Terdapat tantangan dan kebutuhan besar dalam memberikan bantuan
hukum, terutama bagi Masyarakat menengah ke bawah yang sering kali merasa
enggan atau bahkan takut untuk menghadapi proses hukum karena keterbatasan
ekonomi maupun ketidakpahaman tentang hukum. Pemerintah Kota Surabaya
melihat kondisi ini sebagai sebuah tanggungjawab dalam mewujudkan
keadilan bagi seluruh Masyarakat. Hal ini juga yang melatar belakangi
pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019.
Pembetukan Perda ini adalah sebagai upaya untuk memastikan hak dasar
masyarakat atas bantuan hukum terpenuhi dan diharapkan dapat membantu
masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.
Adanya pelaksanaan Peraturan Daerah mendukung pelaksanaan bantuan
hukum secara litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin yang
menghadapi masalah hukum di daerah, termasuk untuk masalah hukum pidana,
perdata, dan tata usaha negara. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) wilayah Surabaya bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Surabaya dan telah melakukan Upaya dalam menyediakan
layanan bantuan hukum secara gratis bagi Masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten mendukung program yang digagas
oleh PERADI untuk membantu Masyarakat. Melalui program bantuan hukum
ini, advokat-advokat dari PERADI memberikan bantuan hukum/konsultasi
hukum secara gratis dan jika diperlukan, melakukan pendampingan hukum di
Pengadilan bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan

hukum.

54



Penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan melalui Pos Bantuan
Hukum. Posbakum di Pengadilan memberikan layanan yang mencakup

a) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,

b) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

c) serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat
lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

1. Pemberian Informasi

Pegawai posbakum memberikan infromasi mengenai tugas seerta
kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ketika ada masyarakat
yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya agar mengerti dengan jelas
tentang kewenangan PTUN Surabaya dalam hal kepastian obyek sengketa agar
tidak salah dalam mengajukan gugatan.

Mayoritas masyarakat yang datang ke Posbakum adalah mereka yang
sedang mencari keadilan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Namun demikian, banyak di antara mereka yang tidak memahami tata cara
beracara di pengadilan, bahkan tidak mengetahui langkah apa yang harus
dilakukan selanjutnya. Ketika mereka datang ke Posbakum, mereka kemudian
akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan di Posbakum, masyarakat akan

dijelaskan mengenai prosedur layanan bantuan hukum di Pengadilan.
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Pelaksanaan layanan bantuan hukum sebagaimana Perda Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2019 sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini
disebabkan oleh Masyarakat tidak mampu yang mengajukan bantuan hukum
terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara . Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Pasal 13 memberikan kejelasan bahwa pemberian bantuan
hukum kepada masyarakat tidak mampu, pemohon memiliki persyaratan yang
harus dipenuhi dalam memperoleh bantuan hukum. persyaratan tersebut:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya
identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan bantuan hukum:;

b. Menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara dan

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat
yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Atau
dokumen lain yang membuktikan ketidakmampuan secara ekonomi
seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan
(PKH).*

Berkenaan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk
memperoleh bantuan hukum terdapat hambatan yang terjadi. Ibu Trie Sunarti
menyampaikan bahwa:

“Biasanya Masyarakat itu dating ke sini (Posbakum) sudah dalam kondisi

sangat tidak bisa diselamatkan artinya mereka sudah kemana-mana kemudian
mereka mentok, sementara waktunya sudah mepet. Lalu dokumen yang

64 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin Pasal 13
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diserahkan kepada Posbakum PTUN Surabaya tidak lengkap, sulit didapatkan
bahkan mereka tidak punya dokumen sama sekali. Serta kurangnya
pemahaman masyarakat akan hukum "%

Jika pemohon layanan bantuan hukum telah memenuhi syarat-syarat seperti
kelengkapan dokumen dan telah diperiksa serta disetujui oleh petugas Pos
Bantuan Hukum maka penerima bantuan hukum telah memenuhi kriteria
sebagai penerima bantuan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
juga memberikan bantuan dalam hal pembuatan dokumen hukum seperti
penyusunan surat gugatan atau permohonan, yang seringkali menjadi kendala
bagi masyrakat awam yang tidak paham mengenai hukum. Tidak sedikit
masyarakat yang kesulitan dan merasa bingung ketika harus menyusun
dokumen hukum sendiri, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman.
Kehadiran Pos Bantuan Hukum adalah diharapkan agar tidak ada lagi
masyarakat yang merasa takut atau ragu untuk mencari keadilan hanya karena
keterbatasan ekonomi atau keterbatasan pengetahuan terhadap proses hukum.

yang diberikan kepada masyarakat prodeo dengan sasaran masyarakat
miskin Kota Surabaya yang hendak mengajukan gugatan di PTUN Surabaya
secara cuma-cuma. Pemerintah Kota Surabaya mendukung layanan bantuan
hukum prodeo di PTUN Surabaya melalui APBD Kota Surabaya sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum
bagi Masyarakat miskin.

2. Layanan konsultasi

85 Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara
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Konsultasi adalah suatu aktivitas atau proses komunikasi antara seseorang
atau sekelompok orang dengan pihak yang memiliki keahlian, seperti penasihat
hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat, pertimbangan, atau solusi
atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks hukum,
konsultasi hukum merujuk pada proses ketika seseorang yang memiliki
permasalahan hukum datang kepada penasihat hukum atau advokat untuk
mendapatkan pandangan, informasi, dan arahan hukum.

Petugas Posbakum menerima dan memberikan konsultasi kepada
masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, terutama terkait masalah yang
berkaitan dengan perkara di pengadilan yang sedang mereka hadapi. Petugas
Posbakum akan mendengarkan penjelasan mereka dan memberikan arahan
tentang langkah hukum yang bisa diambil, karena sebagian besar dari mereka
belum memahami prosedur yang harus dijalani.

Berdasarkan laporan pelaksanaan posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tahun 2024 ada sebanyak 112 orang pengguna posbakum
dengan 112 perkara. Seluruhnya dilayani dengan melakukan konsultasi kepada
Posbakum untuk mencari Solusi dari permasalahannya, tetapi hamper setengah
dari pengunjung Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
berkonsultasi berkaitan dengan perkara yang bukan kompetensi dari PTUN.
Menurut Ibu Trie Sunarti
“Untuk konsultasi kita selama satu periode dari Januari hingga sekarang,

rata-rata satu bulan kita bisa menerima konsultasi 7 hingga 8 konsultasi.
Untuk perkara yang sering diajukan masyarakat dalam posbakum biasanya

adalah Sertifikat Ganda (Double Sertifikat), Pembatalan Akta. Dan Perubahan
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Wilayah Lahan. Tapi kalau penanganan untuk yang tidak mampu itu 0
perkara "%

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan layanan pos bantuan
hukum kepada masyarakat setiap hari senin sampai dengan hari kamis.
3. Advis Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2019 mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.®’
Layanan advis pada Pos Bantuan Hukum berguna untuk memberikan arahan
atau petunjuk kepada penerima atau pemohon. Apabila para pihak tidak
berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka peran advokat dalam
memberikan advis atau nasihat hukum menjadi sangat penting bagi
masyarakat pencari keadilan.

Pada Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hanya
memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi atau advis
hukum. Advokat atau petugas Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk
mendampingi masyarakat secara langsung dalam persidangan, kecuali jika

mereka menerima surat kuasa resmi dari pengadilan.

6 Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tanggal 24 November 2025
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum

terkait dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, Ibu Trie menjelaskan
bahwa :
“Mengenai pelayanan dan pendampingan hukum di Posbakum, tugas kami
hanya sebatas memberikan gambaran prosedur dengan memberikan
konsultasi dan pembuatan dokumen. Untuk penanganan perkara tentu ada
wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau mereka sudah memakai professional
maka kami tidak ikut langsung disitu. Kami belum sepenuhnya bisa
mendampingi di dalam ruang persidangan. Kami tetap memberikan/membuka
ruang bagi teman-teman advokat jika memang membutuhkan bantuan kami
baik itu informasi maupun data yang bisa mereka pergunakan. Tapi kalau
secara pendampingan perkara untuk Posbakum sudah tidak masuk di
wilayahnya "%

Advis atau pendampingan yang dimaksud kali ini bukanlah advus
pendampingan di dalam ruang siding. Akan tetapi advis disini hanya sebatas
memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang
ke posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa
dari Posbakum yang bersifat advis.

Petugas posbakum tidak bisa memberikan advis secara keseluruhan,
petugas posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika
berada diruang siding. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai
gambaran prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Berhubungan dengan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan layanan bantuan hukum serta pendampingan yang dilakukan oleh

Posbakum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya, masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal pemberian

68 Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara
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jasa advis hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pendampingan yang
diberikan oleh Posbakum belum sepenuhnya mencerminkan bantuan hukum
yang ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 huruf a Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Pemberian Bantuan
Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selama Penerima Bantuan
Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. Dengan demikian, amanat Perda
tersebut menekankan bahwa pendampingan hukum tidak hanya dilakukan
pada tahap awal, seperti konsultasi atau penyusunan dokumen, tetapi harus
Pendampingan Hukum mencakup seluruh proses penyelesaian perkara,
termasuk pendampingan di dalam persidangan.
4. Pembuatan Dokumen Hukum

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum, posbakum Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya memberikan layanan membuatkan dokumen sesuai
dengan kewenangan petugas posbakum kepada pencari keadilan berupa Surat
Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik/Duplik dan lain-lain. Karena banyak dari
masyakarakat yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang nantinya mereka
butuhkan.

Posbakum PTUN Surabaya menyediakan layanan bantuan hukum prodeo
bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka bisa memanfaatkan layanan

bantuan hukum pembuatan dokumen seperti penyusunan surat permohonan
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bantuan hukum prodeo. Pelaksanaan bantuan hukum prodeo di PTUN
Surabaya diberikan setiap tahunnya. Penerima bantuan hukum di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dalam Bantuan hukum Prodeo diberikan dana
sesuai dengan kebutuhan dari Pos Bantuan Hukum oleh Mahkamah Agung
untuk penerima prodeo selama satu tahun. Penerima bantuan hukum prodeo di
PTUN Surabaya lebih sedikit dibandingkan dengan Pengadilan lainnya.
Karena masyarakat yang berperkara di PTUN mayoritas adalah pejabat negara
yang termasuk dalam kategori orang yang mampu.

Kendala yang sering dihadapi oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya adalah dari pemohon. Hal ini disampaikan melalui
wawancara oleh Ibu Trie

“selama ini kendala itu bisa terjadi kepada pemohon karena pemohon
memiskinkan diri. Jadi kemiskinan itu bukan dinyatakan oleh Pak lurah. Pada
Juni tahun 2023 pernah ada ASN Dosen yang dipecat lalu dia datang ke
Posbakum dia meminta dilayani untuk dibantu gugatan secara prodeo. Pihak
kami, Posbakum meminta SKTM untuk syarat mutlak. Lalu dia minta ke pak
lurah tetapi pak lurahnya tidak mau ngasih karena menganggap beliau adalah
ASN jadi tidak layak untuk mengajukan permohonan prodeo”

Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN
Surabaya telah memberikan layanan Bantuan Hukum dengan sebaik mungkin
sehingga PTUN Surabaya telah memenuhi adanya implementasi hukum
dimana hukum yang telah ditetapkan yaitu pada Pasal 1 angka 4 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum adalah

jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma

kepada Penerima Bantuan Hukum.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Posbakum Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya, dapat disimpulkan bahwa mengakses layanan bantuan
hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Posbakum
tergolong mudah. Masyarakat cukup membawa syarat seperti yang telah
dijelaskan pada Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2019. Literasi hukum
yang rendah dan anggapan bahwa datang ke pengadilan adalah yang yang
menakutkan menjadikan rendahnya pemanfaatan layanan Posbakum.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bersama dengan DPC PERADI
Surabaya melaksanakan layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi,
sosialisasi, dan edukasi kepada Masyarakat. Dan DPC PERADI Surabaya
sudah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota untuk
memberikan layanan hukum, sosialisasi, dan edukasi hukum di Tingkat RW di
wilayah Surabaya. Layanan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Layanan bantuan hukum atau sosialisasi di Tingkat RW ini sudah
berjalan selama dua tahun. Ibu Trie mengatakan
“Itu yang kami lakukan. Jadi pendekatan-pendekatan secara langsung ke
Masyarakat ke bawah itu dengan menjemput bola. Karena Masyarakat kalau
sudah kesini (Posbakum) sungkan, dan berpikir akan berbayar mahal. Padahal
untuk konsultasi itu tidak dipungut apapun %

C. Layanan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu
Perspektif Teori Keadilan dan Figh Siyasah

1. Layanan Bantuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
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Teori keadilan bermartabat dalam bantuan hukum merupakan suatu
keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual
(rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini
merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai pancasila terutama sila
kedua Pancasila dan dijiwai oleh sila pertama Pancasila. Dengan dilandasi oleh
sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan
hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang
memanusiakan manusia atau menge wong ke wong . Dalam pandangan teori
keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah
bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai
manusia sesuai dengan hak hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan
bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban.”

Teori Keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh teguh Prasetyo ini
menekankan bahwa hukum berbasis Pancasila wajib menjamin persamaan di
depan hukum. Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang merupakan suatu
perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap
harkat dan martabat seseorang. Dan menjamin persamaan kedudukan di mata
hukum, memastikan setipa orang khususnya yang tidak mampu mendapatkan
akses keadilan yang sama, pembelaan yang layak dan perlindungan hak-

haknya tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, agar mereka

0 Teguh Prasetyo, “Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum”
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tetap bermartabat meskipun menghadapi masalah hukum. Meskipun tidak
mampu harus tetap mendapatkan bantuan hukum dan pembelaan oleh seorang
advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari
persamaan dimuka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan
harkat dan martabat sebagai manusia.

Salah satu bentuk hak tersebut adalah memperoleh pembelaan dan bantuan
hukum. Sebagai penerima bantuan hukum berhak:

a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai
dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama
penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat
kuasa;

b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum
dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Layanan Bantuan Hukum Perspektif Figh Siyasah
Figih Siyasah merupakan frasa majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu
fiqih dan siyasah. Pengertian figih secara etimologi (bahasa) berasal dari kata
fagiha-yafqahu-fikihan yang berarti paham, mengerti. Secara terminologi
(istilah) figih, menurut para ulama ushul ialah ilmu yang menerangkan hukum-
hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil dalilnya (Al-Qur’an dan hadis)

secara terperinci. Sedangkan kata siyasah secara etimologi memiliki makna
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memerintah, mengatur, mengurus. Siyasah juga bisa diartikan sebagai
pemerintahan atau politik yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan.
Jadi, berdasarkan konsepsi tersebut, figih sivasah (siyasah syar'iyah) adalah
ilmu yang mengatur tata negara dalam konteks Islam dan berhubungan dengan
struktur sosial dalam masyarakat Islam. Figih siyasah disebut juga sebagai
hukum politik Islam yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.

Figih siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin
dengan rakyatnya, serta antara lembaga-lembaga kekuasaan dalam masyarakat
dan rakyat. Dalam ruang lingkup kajiannya, figih siyasah memiliki objek
pembahasan yang luas. Mengambil pendapat Hasbi As-Shiddieqy, ruang
lingkup kajian figih siyasah terbagi menjadi delapan bidang, yaitu sebagai
berikut: !

2. Siyasah Dusturiyah (Perundang-undangan) Berkaitan dengan
peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan
pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta
mekanisme pemilihan kepala negara.

3. Sivasah Tasyri'iyah (Penetapan Hukum) Berkaitan dengan
kewenangan dalam mengatur masalah negara meliputi persoalan
ahlul halli wal aqdi (orang yang dapat memutuskan dan mengikat),

undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan

1 A.Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Igbal, Figh
Siyasah, hlm. 13.
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pelaksanaan serta peraturan peraturan daerah dalam mengatur
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menjaga
agar legislasi selalu sejalan dengan ajaran Islam yang dinamis dan
relevan dengan perubahan zaman.

. Siyasah Qadhaiyah (Peradilan) Berkaitan erat dengan penegakan
keadilan, fungsi pengadilan dalam sistem pemerintahan Islam,
tanggung jawab penguasa, dan peran aktif pengadilan dalam
menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat menurut prinsip-prinsip

syariat Islam.

. Siydsah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) Berkaitan dengan

peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan pengelolaan dan

pengeluaran harta atau kekayaan negara.

. Siydsah lddariyah (Administrasi Negara) Berkaitan dengan

administrasi pemerintahan yang meliputi kewenangan, organisasi,

lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya.

. Siyasah Dauliyyah (Hubungan Luar Negeri) Berkaitan dengan

politik Islam yang mengatur dan mengelola urusan luar negri yang
berhubungan dengan konteks negara Islam.

. Siyasah Tanfidziyah (Pelaksanaan Undang-undang eksekutif)
Berkaitan dengan masalah pelaksanaan perundang-undangan

negara.
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9. Siydsah Harbiyah ( Kebijaksanaan Peperangan) Berkaitan dengan
kewenangan, kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam situasi

perang atau darurat.

Adapun prinsip-prinsip figih siyasah menurut pandangan ulama cukup
beragam. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah dari
perspektif ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip

figih siyasah ada lima kategori, yaitu:

1. Prinsip musyawarah atau Asy-Syura
2. Prinsip keadilan atau A/ Adl

3. Prinsip kebebasan

4. Prinsip persamaan atau AI-Musawah

5. Prinsip tanggung jawab atau amanah.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental.
Setiap orang, termasuk rakyat miskin, berhak untuk mendapatkan bantuan
hukum dalam proses hukum. Dalam konteks ini, Figih siyasah meninjau
prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan acuan dalam pemberian bantuan
hukum yang sesuai dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan keadilan.
Dengan mengambil prinsip-prinsip figih siyasah perspektif Muhammad Salim

Awwa yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Al-Adl (Keadilan)
Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur

perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang
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dimiliki. Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang
penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari figih siyasah.”?

Di dalam Al-Qur’an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan
jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam

surat Al-Maidah ayat 8:

5 s ss a5 T PP L o 1 E ° ~— s L e iz LU IR 1 0
T s Vi e 38 B0 a2 ¥y Lnly olied & G s el 30 i
O3kass & Bs i &y B 1,8 Gk L 5k

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada
takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Merujuk pada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan
tentang seruan orang-orang untuk menjadi “Qawwamin” yaitu orang-
orang yang senantiasa bersunguh-sungguh menjadi pelaksana yang
sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, baik kepada
perempuan maupun yang lain dengan menegakan kebenaran karena Allah
serta menjadi saksi dengan keadilan. Ayat ini juga menyoroti betapa

pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak
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yang tidak disukai. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini dapat
dihubungkan dengan bantuan hukum. Dan relevansinya dengan ayat ini
bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan tanpa memandang
siapapun kliennya

Prinsip A/-Adl ini menjadi landasan utama dalam figih siyasah yang
memiliki relevansi kuat dalam pemberian bantuan hukum dengan
penegakan keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mendorong
professional hukum untuk bertindak jujur dan tidak memihak demi
kebenaran.
. Prinsip Al Musawah (Persamaan)

Prinsip persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan
dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi
dan ditegakkan. Dalam figih siyasah, prinsip persamaan menekankan
kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam
kehidupan bernegara. Berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarkat
tidak mampu, prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara
memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum yang layak
sesuai dengan haknya. Dengan prinsip 4/ Musawah, semua pihak
dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Di
Indonesia sendiri, setiap individu yang merupakan warga negara memiliki
hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Hal ini tertuang dalam

UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara
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bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin yang pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai
bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hal ini
memiliki makna bahwa bantuan hukum dalam fqih siyasah utamanya
dalam bidang siyasah dusturiyah merupakan hak dasar negara dalam
menjamin warga negaranya, terutama bagi orang-orang yang kesulitan
dalam memperoleh akses keadilan, dengan memberikan bantuan hukum
kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam Q.S An Nisa ayat 58 dijelaskan adanya hukum adalah untuk
menjunjung keadilan. Yang mana bantuan hukum merupakan salah satu
upaya dalam memberikan keadilan khususnya bagi Masyarakat tidak

mampu di Pengadilan
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap implementasi layanan

bantuan hukum masyarakat tidak mampu di posbakum perspetif teori

keadilan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah Kota
Surabaya. Namun belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat tidak
mampu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan
hukum gratis atau kendala teknis dan administrative menyebabkan
pelaksanaan bantuan hukum tidak terlaksana secara optimal.

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum
kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari
memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan
martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan
bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal
tersebut merupakan suatu wujud dari permasaan dimuka hukum dan tetap
harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai
manusia. Dan Fiqih siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa
dijadikan acuan dalam pemberian bantuan hukum yaitu Prinsip Al-Adl dan

Prinsip Al Musawah. Prinsip A/-Ad! ini menjadi landasan utama dalam figih
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siyasah yang memiliki relevansi kuat dalam pemberian bantuan hukum
dengan penegakan keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dapat
mendorong professional hukum untuk bertindak jujur dan tidak memihak
demi kebenaran. Prinsip Al Musawah menegaskan bahwa semua warga
negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum yang
layak sesuai dengan haknya. Dengan prinsip 4/ Musawah, semua pihak

dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai

sejumlah masukan saran yaitu:

1. Posbakum memperluas wilayah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang nantinya akan disalurkan
secara langsung kepada kelurahan atau RT/RW dengan cara memberi
brosur / pamphlet terkait adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu beserta tata cara memperoleh bantuan hukum

2. Terkait pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu sudah sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat dan prinsip figh

siyasah. Oleh karena itu, penerapannya harus maksimal

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penyelenggaran layanan
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3

Tahun 2019 dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang
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signifikan dalam pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk

mencapai keadilan
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Pertanyaan
Wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hukum di PTUN Surabaya
Narasumber : Ibu Trie Sunarti S.H

Tanggal : 24 November 2025

3. Apa sajajenis layanan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya untuk masyarakat tidak mampu?

4. Bagaimana proses pengajuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
di PTUN Surabaya? Apa persyaratan yang harus dipenuhi?

5. Siapa saja yang berhak menerima layanan ini, dan bagaimana verifikasi
kelayakan dilakukan?

6. Berapa banyak kasus yang telah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum dalam
satu tahun terakhir? Apa jenis sengketa tata usaha negara yang paling sering
diajukan?

7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan layanan ini, seperti
keterbatasan sumber daya atau kompleksitas kasus?

8. Bagaimana koordinasi antara Pos Bantuan Hukum dengan pengacara atau
lembaga lain yang terlibat?

9. Apa dampak layanan ini terhadap akses keadilan bagi masyarakat tidak

mampu di Surabaya?
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10. Bagaimana evaluasi dan pengembangan layanan ini dilakukan? Apakah ada

rencana perbaikan di masa depan?
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Lampiran 2. Foto Penelitian
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 948 /F.Sy.1/TL.01/10/2025 Malang, 05 November 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
JI. Raya Ir. HJuanda No.89, Semawalang, Semambung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

Assal. laikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama - Salwa Salsabila Nugrahani
NIM -+ 19230070
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Impl tasi Layanan B n Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Posbakum
Perspektif Teori Keadilan (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

W I laikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Scan Untuk Verifikasi
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1.Dekan
2 Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3 Kabag. Tata Usaha
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